SALINAN

EEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 0313/0/1993
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1992/1993

MENTERI PENDIDIKAN DAN KERUDAYAAN,

Menimbang : bahwa uniuk meningkatkan daya tampung Taman Kanak- kanak (TK}),
Sekolah Lanjutan Tingkat Perlama {SLTF), dan Sekolah Lanjutan Tingkat
Alas (SLTA) dipandang perlu menetapkan pembukaan dan peneperian
sckolah tahun pelajaran 1992/1993,

Menglingat t 1. Undang-undang Momor 2 Tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah

a. Momor 27 Tahun 1990,

b. Momor 28 Tahun 1990,

¢. Nomor 29 Tahun 1990;

3, Keputusan Presiden Republik Indonesia :

a, Nomor 44 Tahun £974 ;

b. Momor IS Tahun 1984 yang telah beberapa kali diubah terakhic
dengan  Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomar &7 Tahun
1992;

¢ Momor 29 Tahun 1984, sehagaimana telah diubah dengan Keputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1992;

d. Nomor 96/M Tahun 1993,

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

a. Momor D206/ 1978 tanggal 2 Seplember 1978;
b, Momer 0370/071978 tanggal 22 Desember  1978;
c. Nomor 0371/0/1978 tanggal 22 Desember 1978,
d. Nomor 090/0/1979 janggal 26 Mei 1979,
e. Nomor (222h/0/1980 tanggal 11 September 1980;
f. Nomor O0B7/0/1983 tanggal 28 Februad 1983
g. Nomor 0172/0/1983 tanggal 14 Marct 1983;
h. Momor 0173/0/1983 tanggal 14 Marel 1983,
i, Nomor 0262/0/1984 tanggal 14 Juni 1984;
j. Nomor 0248/U/1985 tanpgal 5 Juni 1985,
k.

Nomor 06470/ 1987 tanggal 16 Januarl 1987

Memperhatikan § Persetujuan Menteri Negara Pe:i;rlaj,ragunazln Aparatur Negara dengan sural
Nomor B-798/1/1993 tanggal [0 Agustus 1993,

MEMUTUSKAN
Menelapkan H

Perfaman « Membuks Taman Kanak-kanak (TK), Sekolab Lanjulan Tingkat Pertaina
(SLTP), dan Sekolah Lanjutan Tingkal Adas (SLTA) Negeri serla
menegerikan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenubi persyiratan,
pada beberapa propinsi di Indonesia sehagaimana tercantum dalam Lampiran
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Kedua t (1) Kedwdokan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK,
SLTP, dan SLTA sebagaimana dimaksud dalam diktum "Pertama®
sama dengan kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan lata
kerja TK, SLTP, dan SLTA, masing-masing sebagaimana ditetapkan
dalam Kepulusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

a. Nomor 0296/0/1978 tanggal 2 September 1978,
b. Nomor 037040/ 1978 tangeal 22 Desember 1978;
¢, Momor 037L/0/1978 tanggal 22 Desember 1978;
d. Momor 090/0/1979 tangpal 26 Mei 1979.

(2)  Bagan organisasi TK, SLTP, dan SLTA sebagaimana dimaksud dalam
diktum "Pertama” adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I,
Lampiran 1, Lamplran I1I, dan Lampiran IV Keputusan ini.

Ketlga t Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidilan dan
Kebudayaan di propinsi untuk melaksanakan ketentuan dildum "Pertama"
bagl sekolah yang berada di wilayahnya,

Keempat : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi sekolah pada
masing-masing propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana
tercantum dalam kolom 7 Lampiran ¥ Keputusan ini,

Kelima ¢ Dengan berlakunya Kepulusan ini jumlah
a, TK Megeri &0 buzh;
b. SMP  Megeri 8.119 buah;
¢, SMA  Negen 2.259 buah;
d. SMIK Negeri 20 luah;
e. SMP5 Negeri 15 buah;
f. SMEA Neger 340 buah;
g. 8TM Neper 174 buah;
h. SMT Pertanian Neperl 34 buah,

terdapat di 27 (dua pulub tujuh) propinsi di Indonesia,

Keenam ¢ Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal | April 1993,

Di[l:l.ilpic an i Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 1993

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

fid.

Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro .

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :..........,
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SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada !
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Menteri Megara Pendayagunaan Aparatur Negara;

Menteri Pendidikan dan KEebudayaan;

Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

Direktur Tenderal dalam linglkungan Departemen Pendidikan dan Kebuda}'aml;
Kepala Badan Penclitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan;
Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspekiorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan
Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan;

Kepala Bira, Direktur, Kepala Pusat, dan Inpektur dalam lingkungan Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan,

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di seluruh
Indonesia;

Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 di selurub Indonesia;

Badan Administrasi Kepegawaian Negara;

Badan Pemeriksa Keuangan,

Direkiorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;

Kantor Perbendaharsan dan Kas Megara di seluruh Indonesia;

Yang bersanghkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakal
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
]"-'traluran Perundang-undangan
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5. |[TAWA TIMUR
A. [PEMBUKAAN 1. SMP Negeri I8 Lowokwaru Kotamadyz Malang 09.1.2.1038.23.01.05.5110
Malang 09.1.2,1038.23.01.05.5120
109.1.2.1038.23.01.05.5130
2. SMP Negeri 36 Wanocolo Kotamadya Surabaya 09.1.2.1038.23.01.05.5210
Surabaya 09.1.2.1038.23.01.05.5220 v
09.1.2.1036.23.01.05.5230
3. SMA Negeri | \Dander Kabupaten Bojonegoro 09.1.2.1038.23.01.05.5250
Dander 09.1.2.1038.23.01.05.5350
4. SMA Megeri @ ILwnkwaru Kotamadya Malang
Malang il
5. SMA Negeri | i ‘Kabupaten Kediri
Plosoklaten
7. SMA Negeri | Bluto Kabupaten Sumenep }
Bluto

16




£ 2 3 4 5 6 7
8. SMA Negeri 1 = Adlen Kabupaten Aileu
Adlen
| 19. SMA Megeri 1 = Liquisa Eabupaten Liquisa
Liqui :
E=s ! | |

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
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Dr.~ing. Wardiman Djojonegoro

Mengetakal
Cammor Witaysh Diepdikbed
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BAGAN OROANISASI
SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT PERTAMA
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Salinan sesuni dengan aslinya Dt.-Ing. Wardiman Djojonegore
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakal
Depariemen Pendidikan dan Kebudayaan
. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
o hmu' n, Perundang-undangan
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